PUTUSAN
Nomor 203/Pdt.G/2016/PA.Thh

a1 Coan ) s
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadil perkara
pordata coral gugat pada tingkat partama telah menjstuhkan putusan antars @
umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTP, pekenaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di
Lorong Ampera RT 002 RW., 004 Kelurahan Pulau
Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragin  Hilie,
sebagal Penggugat,
melawan
umur 38 tehun, agama Islam, pendidiken -
pekeraan Tani, tempat tinggal Part 2 Kelurahan Pulau
Kifang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragint  Hilir,
sakarang tidak diketahui tempat tinggainys yang jelas
dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik
Indonesia selanjutnya disebut sebagai Tergugat,
Pengadilan Agama tersebut |
Talah membacs dan mempelajarn barkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat
dan saksi-saksi di persidangan,
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03

Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Tembilahan Nomor  203/Pdt G/2016/PA.Tbh, tanggal 21 Maret 2016

mengemukakan hal-hal sebagail berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istrl sah, manikah pada
tanggal 11 Oktober 1968 di hadapan Pegawal Pancatat Nikah Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragin Hilir,
sobagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 308/40/X/1998, tenanggal
12 Oktober 1988, yang dikelusrkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
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2. Bahwa setelah menikah Penggugst dengan Tergugat sudah rukun dan
hammonis sebagaimana layaknya suami istrl (ba‘da dukhul), telah dikarunial
seorang anak, bemama | umur
10 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa selama dalam katan pemikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat hidup bersama sebagal suami-istri, bertempat tinggal i rumah
orang tua Pengguget dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian
selama 3 tahun 10 bulan kemudian pindah di rumah kediaman bersama di
Parit Polle Desa Sebarang Sanglar selama 10 butan kemudian pindah di
rumah kediaman bersama di Desa Kuala Sebatu selama kurang lebih 3
tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Sungai Dendan
Sungal Guntung setama kurang lebih 6 tahun dan terakhir pindah di rumah
orang tua Pemohon di Pulau Kijang selama kurang lebih 10 hari,

4. Bahwa sejak bulan Oktober tehun 2011 kehidupan rumah tangge
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi
kiarena sefing teradi perselisinan dan pertengkaran, yang penyebabnya
adalah
a Tergugat tidak dapat membert nafkah secars layak kepada Penggugat

karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap:

b. Tergugat suka berkata-kata yang kasar dan sering mengancam
Penggugat bahkan Penggugat pernah ditendang dan dicekik oleh
Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
torjadi pada bulan Juni tahun 2012, Tergugat pergi meninggalkan
Panggugat pada alamal sebagaimana tersebut diatas sehingga sampai
sokarang inl telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurmng 3 tahun &
bulan, selama berpisah tarsebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah
diupayakan rukun kemball, akan tetapi tidak berhasil;

. Bahwa berdasarkan faktafakia tersebut diatas, keadaan rumah tangga
Panggugat dengan Tergugat tdak mungkin  dipersatukan  lagi  dan
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Penggugat tidak sanggup lagl untuk meneruskan hidup berumab tangga
dengan Tergugat,
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biays perkara inl sesual dengan
ketentuan yang berakuy;

Bordasarkan alasan/dalib-dalil tarsebut di atas, Penggugat mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan,
agar segera memenksa dan mengadili perkara inl, selanjutnys menjatuhkan
putusan sebagal berikut |
PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan member izin kepada Penggugat untuk berperkara secara
cuma-cuma (prodeo),

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat
terhadap Penggugat

4. Apabila gugatan saya inl diputus dikabulkan mohon memerintabkan
Panitera Pengadilan Agama Tembilahan ontuk  mengiimkan  salinan
putusan fersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal
Panggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan
fersabut,

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum,

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Makim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adiinya;

Manimbang, bahwa pada han persidangan yang telah ditetapkan,
Panggugat hadir sendin di persidangan, akan tetapl Tergugat tidak hadir dan
tidak pula maenyuruh orang lain sebagal wakil atau kuasanys, meskipun
menurut relans panggiian Nomor  203/Pdt G/2016/PA Tbh tanggal 07 April
2016, Tergugat telah dipanggl secara resmi dan patut, sedangkan tdak
hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamalkan dengan
care menusehatl Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali dengan
Tergugat sebagal suami isteri, namun tidak berhasil;

Hataman 3 dan 12 hal, Putusan Nomor 203/Pdt G/2016/PA Ton

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan,
maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor . 1 Tahun 2008 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat
dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar dl
persidangan;

Menimbang, bahwa  pemeriksaan perkara  ini dilanjutkan  dengan
membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil  gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukt surst berups
a. Fotokopl Buku Kutipan Akta Nikah Nomor @ 308/40/X/1988 |, yang aslinya

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten

Indragint Mitir, tanggal 12 Oktobar 1908 , lalu Majelis memeriksa bukti surat

tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai

cukup dan telah di legalisir Panitera Pengadilan Agama Tembilahan,

kemudian oleh Kaetua Majelis; diberi tanda P 1;

b, Asli surat keterangan kurang mampu yang dikeluarkan Lumsh Pulau Kijang
Nomor ; 184/PKM/2016 tertanggal 20 Februar 2016, dan diketahul Camat
Reteh, Kabupaten Indragirt Hili, kemudian Ketua Majelis, diber tanda P 2 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan
buktl saksi-saksi sebagal bankut |
1 umur 32 tahun, agama  bslam,

pendidikan SD, pekedaan Ibu rumah tanggs, bertempat tinggal di Parit

Sederhana Desa Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragin Hilir

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karens sebagai
saudara kandung Penggugat,

«  Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isterl yang sah,
setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah
orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara
bergantian selama 3 tahun 10 bulan kemudian pindah di rumah
kediaman bersama di Parit Polle Desa Seberang Sanglar selama 10
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bulan kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Dosa Kuala
Sebatu selama kureng lebih 3 tahun kemudian pindah di rumah
kediaman bersama di Sungal Dendan Sungal Guntung selama kurang
labih 6 tahun dan terakhir pindah di rumah orang tua Pemohon di Pulau
Kijang selama kurang lebih 10 hari;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan
harmonis sebagaimana layaknya susmi ister, telah dikarunial 1 anak;

« Bahwa sekarang ini keadasn rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagl karena sering teradi
persalisihan dan pertengkaran,

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
disebabkan karena Tergugat tidak dapat membert nafkah secara layak
kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekenaan tetap
Targugat suka berkata-kata yang kanar dan sefing mengancam
Penggugat bahkan Penggugat pemah ditendang dan dicekik oleh
Targugat,

«  Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah
berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan karens
Tergugat meninggatkan Penggugat,

«  Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk
rukun kembali, akan tetapl tidak berhasil;

& umur 43 tahun, agama Isiam, pendidikan
S0, pekerasn Ibu ruman tangga, bertempat tinggal di Lorong Cempaka
Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten indeagin Hilir

di bawah sumpahnya membadkan keterangan sebagal bedkut -

+  Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugal karena sebagal
tante Penggugat;

« Bahwa Penggugat dengan Tergugal adalah suami-steri yang sah,
setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di
rumah orang tua Tergugat secars bergantiun selama 3 tahun 10 bulan
kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Farit Polle Desa
Seberang Sanglar selama 10 bulan kemudian pindah di rumah
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kodiaman bersama di Desa Kuale Sebatu selama kurang lebih 3 tahun
kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Sungal Dendan Sungal
Guntung selama kurang lebih 6 tahun dan terakhic pindah di rumah
orang tua Pemohon di Pulau Kijang selama kurang lebih 10 hari;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan
harmonis sebagaimana layaknys suami isten, telah dikarunial 1 anak;

- Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugal tidak
rukun dan tidak harmonis lagl karena sering teradi perselisihan dan
pertengkaran,

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
disebabkan karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap Tergugat
suka berkata-kata yang kasar dan sering mengancam Penggugat
bahkan Panggugat permah ditendang dan dicekik oleh Tergugat,

Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah
barpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan karena
Tergugat meninggalkan Panggugat;

- Bahwa antara Pengguget dengan Tergugat sudah diupayakan untuk
rukun kemball, akan tetap! tidak berhasil,

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membanarkan dan tidak

membantah,

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnys menyatakan tidak akan
mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan
kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana sural  gugatannyi
serta memohon perkara ini segera diputuskan,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uralan putusan ini, Majelis
cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana tetah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuralkan tersebut di atas,

Menimbang, bahwa sesuai pasa 145 RBg jo pasal 126 Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 1875, Panggugat dan Tergugst telah dipangoil
secara reami dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan
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mana Fenggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan
Torgugat tidak hadir dan tdak puls menyuruh orang lain sebagai wakil atau
kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak
melawan hukum. Oleh kirenanya Tergugat harus dinyatakan tdak hadir dan
gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh  karena  Tergugat tdak  hadir  dalam
porsidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian
sebagaimana dikebendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1089 yang telah diubah untuk kedum kalinya dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2000, pasal 154 R.Bg dan pasal 131 Kompilasi
Hukum Islam sera Peraturan Mahkamah Agung R Nomor 1 Tahun 2008,
namun demikian Majelis Makim sudah berupaya secara maksimal menasihati
Penggugat agar bersabar dan rukun kemball untuk membina rumah tangganya
dengan Tergugat tetap: tidak berhasil, make pemerksaan perkara dilanjutian
dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan
oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini
adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering teradi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan
a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat

karena Tergugat tidak punya pekeraan tetap,
b, Tergugat suka berkata-kata yang kasar dan sering mengancam Penggugat
bahkan Penggugat permah ditendang dan dicekik oleh Tergugat,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Panggugat
telah mengajuka bukti surat ( P ) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukt
mana Majelis Hakim akan mempartimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pertamadama  harus  dipetimbangkan  adalah
tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P11 (Buku Kutipan Akta
Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan
Tergugal adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 11 Oktober 1668,
dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut
maonjadi pihak-pihak dalam perkara ini,
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Menimbang. bahwa bukti P.2 berupa surat keterangan dart Kepala Lurah
Pulau Kijang Kecamatan Retah Kabupaten Indragii Hilir - membuktikan dail
gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugst tidak diketahul
keberadaannya yang jelas dan pasti bak di dalam maupun di luar wilayah
Republik Indonesia (gaib);

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah
orang-orang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah
memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan
peangetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendirl,
keterangan satu dengan lainnys telah saling mendukung sena telah sesual
dengan dalikdalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian
saksi-saksi tersebut dipandang telah memaenuhi syarat formil dan syarat materil
bukt saksi, sehingga keterangan saksi-saksi 8 quo telah dapat diterima sebagai
buktl yang cukup mendukung kebenaran dalildalil dan alasan  gugatan
Panggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P dan
2 (dun) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah
dapat menemukan fakta-fakta sebagal berikut :

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, mentkah
pada tanggal 11 Oktober 1098 dan telah telah dikarunial seorang anak,
dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tenadi perselisihan dan

perengkaran secara tarus menarus yang disebabkan

a Tergugat tidak dapat membaerd nafkah secara layak kepada Penggugat
karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap,

b. Tergugst suks berkata-kata yang kanar dan sernng mengancam
Panggugat bahkan Penggugat pemah ditendang dan dicekik oleh
Tergugat,

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hinggs sekarang inl sudah
berpisah tlempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan lamanya;
Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun
kembal sebagal suami-istr, akan tetapi tidak berhasi;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakin tersebul di atas, Majelis
berpendapat bahwa dali-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukt
kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
lelah dipandang sampal pada kondisl pecah (broken mairiage) serta sudah
sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagl
datam membing rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 ayat
(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1074,

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat dapat diihat dart fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat
tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan lamanys, yang
sebab dan oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah
tempat tinggal, serta upaya damai yang telah dilakukan balk oleh pihak
keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap
tidak berhasil. Mal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat
dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidek ada lagi
harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat  telah sampal  pada  kondisl pecah, maka dengan tidak
mempertimbangkan lagi darl pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan
pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat
mewujudkan tujuan parkawinan yaitu  untuk membentuk keluarga atau rumah
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketubanan Yang Maha Esa (vide
pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan ateu keluarga yang
sakinah, panuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum lsiam),

Meanimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci
Allah SWT., akan tetapl mempertahankan perkawinan dengan kondisi temebut
dintas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) dar pada
maslahat (kebakan), diantaranys pendertasn batin yang bekepanjangan bagi
kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada
mengharsp kebakan, sebagaimana kaedah ushul figh yang terdapat dalam
kitat Al-Asbat Wan Nazhoir, hal 62 yang berbuny |

phend! e o p dha dukballe i
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Disclaimer

Artinye © Menolsk  kemudharatan  (keburokan) lebih  divtamakan  daripada
mecalh kemasiahatan (kebakan) |
Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim peru  untuk
mengetengahkan dalil syar'l yang termaktub dalam kitab Ghoyaful Marom yang
Majelis Hakim ambil sebagal pendapat Majelis dalam memutus perkara int
yakni:
Al onlil) agde Bllo gy ) A g 0 A e L1 L)
Artinya | "Or waktu isteri setelah memuncak kebencisnnya terhadep suami, o
saat fulah MHakim diperkenankan  menjatubkan taleknys  suami
dengan talak satu”,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-partimbanghan tersebut
diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk berceral
dengan Tergugat talah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 19 hurut f ) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975 jo. Pasal
116 huruf (f ) Kompilast Hukum Islam, oleh karena ftu sesusi ketentuan pasal
76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk
kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2000, maka oleh
karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
dintas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ¢ Kompliasi
Hukum Islam gugatan Panggugat dapat dikabulkan dengan menjatubkan Talak
Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugit,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1, 2 dan 3
Undang-undang Nomar 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah
diubah untuk kedua kalinys dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008,
Majelis Makim memerntahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan
untuk mengidmkan salinan putusan ini kepada Pegawal Pancatat Nikah Kantor
Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat dan Kepada Pegawal Pancatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat
perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalsm daftar
yang disediakan untuk ftu;
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Disclaimer

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama
Tembilahan tanggal 21 Maret 2018, Permohonan Penggugat telah dikabulkan
untuk berparkara secarn bebas biaya ( prodeo ) dan biaya perkara dibebankan
kepada Negara,

Memeaperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang beraku serta dalil-dalil syari yang barkaitan dengan perkara ini,
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patul untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Pengguget dengan verstek:

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat

terhadap Penggugat

4. Memerntabkan Panitera  Pengadilan  Agama  Tembilahan  untuk
mengiimikan salinan Putusan inl yang telah berkekustan hukum tetap
kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragic
Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebankan seluruh biaya perkara ini sejumiah Rp. 191.000, - (seratus
sembilan puluh satu ribu ruptah) kepada Negara Dipa Pengadilan Agama
Tembilahan tahun 2016 ;

Demikian putusan Ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis
Makim Pangaditan Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 14 April 2016
Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1437 H, oleh kami Dra.
MULIYAMAH. M.H sebagai Hakim Ketun Majelis serta Dre. M. SYUKRI dan
RIKI DERMAWAN, S H.| masing-masing sebagai Makim Anggota, Putusan
mana pada har ftu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka
untuk umum yang didempingt oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan
ABDUL AZIS, S H. sebagai Panitern Pangganti serta dihadid oleh Penggugat
tanpa hadimya Targugat,

Ketus Majehs,

Dra. MULIYAMAH, M.H
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Hakim j)‘\nggota,

:t(z{h@taz..f - *
) Drsf M. SYUKRI, RIKI DERMAWAN, S.H.|

Panitera Rengganti,

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran; = Rp. 30.000,-
Biaya Proses; Rp. 50.000,-

b wWwhn =

Biaya Panggilan; = Rp. 100.000,-
Biaya Redaksi; = Rp. 5.000,-
Biaya Materai; = Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp 191.000,-
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